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Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan 

Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 

2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2026; 

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas 

(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 

48); 

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28); 

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan alokasi belanja desa dengan proporsi paling 

sedikit 70% untuk pembangunan, pembinaan, 

pemberdayaan, dan penanggulangan bencana, serta paling 

banyak 30% untuk siltap/tunjangan Kades, Perangkat Desa, 

BPD, dan jaminan sosial; 

2. Batasan operasional Pemerintah Desa nonsumber Dana 

Desa maksimal 7,5% dari porsi belanja 70%, operasional 

bersumber Dana Desa maksimal 3% dari total pagu Dana 

Desa, serta rentang biaya operasional BPD Rp10 juta s.d. 

Rp25 juta; 

3. Pedoman prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 



(BHPRD) Tahun Anggaran 2026; 

4. Sinkronisasi kebijakan pembangunan desa dengan prioritas 

daerah (akselerasi stunting, penurunan AKI/AKB, dan SDGs 

Desa); 

5. 5. Tata cara dan tahapan teknis penyusunan, pembahasan 

BPD, evaluasi Camat (maksimal 20 hari kerja), 

penyempurnaan, pengundangan, serta syarat perubahan 

APBDes dalam keadaan luar biasa. 

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025 

dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2025. 

 


